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PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 65/PERMEN-KP/2016
TENTANG

PEDOMAN KERJA SAMA DAN PENYUSUNAN PERJANJIAN DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk meningkatkan koordinasi, kelancaran, dan
tertib pelaksanaan kerja sama dan penyusunan
perjanjian di lingkungan Kementerian Kelautan dan
Perikanan perlu mengatur pedoman kerja sama dan
penyusunan perjanjian di lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Kerja
Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan

Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang
Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara



2016, No.2071

Menetapkan

Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara Republik Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 90),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 24
Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas,
dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);

3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227).

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA DAN PENYUSUNAN
PERJANJIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN
DAN PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kerja Sama adalah kegiatan atau aktivitas yang
dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan
dengan satu atau lebih lembaga/badan/organisasi,
untuk mendukung kinerja Kementerian Kelautan dan
Perikanan.

2. Perjanjian adalah kesepakatan atau pengikatan diri
antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan

pihak lain untuk melakukan atau tidak melakukan suatu
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kegiatan tertentu di bidang kelautan dan perikanan,
dengan bentuk dan nama tertentu, yang dituangkan
secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban
serta mengikat para pihak.

Perjanjian Nasional adalah Perjanjian antara Kementerian
Kelautan dan Perikanan dengan lembaga pemerintah
Republik Indonesia dan/atau lembaga nonpemerintah
lain dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam
hukum nasional.

Perjanjian Internasional adalah Perjanjian antara
Kementerian Kelautan dan  Perikanan  mewakili
Pemerintah Indonesia dengan negara, lembaga, atau
organisasi internasional dalam bentuk dan nama tertentu
yang diatur dalam hukum internasional.

Naskah Perjanjian Nasional adalah dokumen formal
pengikatan hukum terhadap rencana Kerja Sama antara
Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan lembaga
pemerintah Republik Indonesia dan/atau lembaga
nonpemerintah lain dalam bentuk dan nama tertentu
yang diatur dalam hukum nasional.

Naskah Perjanjian Internasional adalah dokumen formal
pengikatan hukum terhadap rencana Kerja Sama antara
Kementerian Kelautan dan  Perikanan  mewakili
Pemerintah Indonesia dengan negara, lembaga, atau
organisasi internasional dalam bentuk dan nama tertentu
yang diatur dalam hukum Internasional.

Kementerian adalah  Kementerian Kelautan dan
Perikanan.

Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.

Unit Kerja Eselon I adalah Sekretariat Jenderal,
Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan di
lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pejabat Eselon I adalah Sekretaris Jenderal, Direktur
Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan di

lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
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Pejabat Eselon II adalah Sekretaris Unit Kerja Eselon I,
Kepala Biro, Kepala Pusat, Direktur dan Kepala Unit
Pelaksana Teknis setara Eselon II di lingkungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Kepala Balai,
Kepala Loka, Kepala Pelabuhan Perikanan, Kepala
Stasiun, dan Kepala Pangkalan di lingkungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktur Politeknik
Kelautan dan Perikanan dan, Kepala Sekolah Usaha
Perikanan Menengah.

Unit Kerja Sama Sekretariat Jenderal adalah unit kerja di
Lingkungan Sekretariat Jenderal yang mempunyai tugas
melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan
analisis, pengembangan program, dan pembinaan Kerja
Sama internasional dan antarlembaga.

Unit Hukum Sekretariat Jenderal adalah unit kerja di
lingkungan Sekretariat Jenderal mempunyai tugas
melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan
rancangan peraturan perundang-undangan dan
penyusunan rancangan Perjanjian.

Unit Kerja Sama Eselon I unit kerja di lingkungan
Sekretariat Direktorat Jenderal/Sekretariat Inspektorat
Jenderal/Sekretariat Badan yang mempunyai fungsi
melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan
analisis, pengembangan program, dan pembinaan Kerja
Sama internasional dan antarlembaga.

Unit Hukum Eselon I adalah unit kerja di lingkungan
Sekretariat Direktorat Jenderal/Sekretariat Inspektorat
Jenderal/Sekretariat Badan yang mempunyai fungsi
melaksanakan  penyusunan rancangan = peraturan
perundang-undangan.

Para Pihak adalah pihak Kementerian dan pihak lain di
luar Kementerian yang bersepakat dan akan atau telah

menandatangani Perjanjian.
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BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2
(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman
dan acuan bagi setiap unit kerja di lingkungan

Kementerian dalam melakukan kerja sama dan

menyusun Perjanjian yang merupakan landasan

hukum pelaksanaan kerja sama tersebut.
(2) Tujuan Peraturan Menteri ini, yaitu:

a. meningkatkan koordinasi dan ketertiban dalam
melakukan Kerja Sama;

b. menyerasikan materi muatan Kerja Sama dengan
jenis dan bentuk Perjanjian;

c. menciptakan produk Perjanjian yang disusun sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dan kebutuhan; dan

d. menyeragamkan pola dan bentuk Kerja Sama dan

Perjanjian.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
a. proses penyiapan rencana Kerja Sama di lingkungan
Kementerian dengan calon mitra Kerja Sama;
b. penyusunan naskah Perjanjian sebagai pengikatan
hukum Kerja Sama;
c. pelaksanaan; dan

d. monitoring dan evaluasi.



